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‘Tahun Depan BPJS

Diminta Dievaluasi

YOGYA, TRIBUN - Tahun 2016 men-
jadi tahun ketiga pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), sebuah kebi-
jakan kesehatan yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
masyarakat, Hingga saat ini, JKN telah
memberikan manfaat kepada jutaan
warga Indonesia. Meski demikian, kebi-
jakan ini masih memiliki banyak keku-
rangan.

Di penghujung tahun 2016, JKN
menjadi sebuah kebijakan kesehatan
penting yang perlu direfleksikan untuk
keperluan pengembangan dan perbaik-
an di tahun 2017.

“Sudah saatnya pada tahun 2017 di-
lakukan evaluasi terhadap kebijakan
BPJS. Kita menghadapi situasi yang cu-
kup serius, karena ada berbagai masa-
lah konseptual yang perlu ditelaah lebih
detil. Pada tahun yang keempat nanti
akan sangat krusial untuk menyatakan
bahwa kita memerlukan agenda baru
terkait sistem kesehatan di Indonesia,”
ujar Ketua Board Pusat Kebijakan dan

Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas -

Kedokteran UGM, Laksono Trisnantoro
dalam Diskusi Refleksi 2016 dan Outlo-
ok Kebijakan & Manajemen Kesehatan
2017 yang diselenggarakan oleh PKMK
di Hotel Phoenix Yogyakarta, akhir pe-
kan lalu.

Dalam kesempatan ini, Laksono me-
nyampaikan paparan terkait refleksi
sektor kesehatan secara umum di In-
donesia. la mempertanyakan efektivitas
BPJS dalam mencapai misi untuk mem-
berikan kemudahan dan pemerataan
akses pelayanan kesehatan di seluruh
pelosok negeri. Hingga saat ini, menu-
rutnya, BPJS justru lebih banyak di-
manfaatkan oleh mereka yang memiliki
akses terhadap sarana kesehatan.
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“Pada tahun 2016 ini kita belum bisa
meningkatkan pemerataan dan mutu.
Kelompok yang di kota besar bisa men-
dapatkan manfaat yang jauh lebih ba-
nyak daripada mereka yang berada di
kota-kota terpencil,” imbuhnya.

Persoalan terkait efektivitas BPJS,
menurut Laksono, bukan hanya terle-
tak pada pelaksanaannya, melainkan
juga dalam proses kebijakan dan pene-
tapan agenda. Selain itu, hubungan an-
tarlembaga terkait juga belum berjalan
dengan baik. Untuk tahun mendatang,
ia menyebutkan tiga solusi yang perlu
dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu
penambahan sumber dana, pembatasan
pengeluaran, serta dana kompensasi.

“Pemerintah harus memikirkan bagai-
mana bisa menjamin pemerataan, juga
apakah memang perlu BPJS semua
atau bisa ada alternatif sistem yang le-
bih baik,” ucap Laksono.

Diedukasikan

Sementara itu, kesadaran masyarakat
mengenai program JKN maupun BPJS
masih rendah. Akademisi menilai, su-
dah tidak saatnya JKN disosialisasikan,
melainkan harus diedukasikan.

“Kebijakan terkait peraturan penye-
lenggaraan jaminan kesehatan penting
untuk dibahas karena saat ini imple-
mentasi dari BPJS Kesehatan di Indo-
nesia masih banyak kekurangan dan
kendala,” ujar Direkur Magister [Imu Pe-
merintahan UMY, Dyah Mutyarin dalam
seminar ‘Joint International Seminar
on Health Policy, Administrative Reform
and Parliament In Thailand' di Ruang Si-
dang Amphiteater Gedung ana
UMY lantai 4, Jumat (23/12).

Dibanding Indonesia, Dyah menilai
Thailand lebih sukses dalam menye-
lenggarakan program jaminan kesehat-

an nasional. Untuk itu, menurutnya
Indonesia harus membenahi program
jaminan kesehatannya.

“Tidak salahnya kita mencontoh
Thailand. Bagaimana Pemerintah se-
iring berkembangnya waktu harus
mengevaluasi diri, dan mengelola kebi-
jakan sosial yang baik bagi penyeleng-
garaan JKN,"” tambahnya.

Sementara itu, Amporn Tamronglak
dari Thammasat University Thailand
berpendapat, keberhasilan proram JKN
di Thailand tidak lepas dari kerjasama
pemerintah dengan masyarakat.

“Kebijakan tentang JKN atau yang
sering kami sebut sebagai National Sy-
stem Health Coverage telah berjalan 12
tahun. Pemerintah telah mengalami
proses pembelajaran yang sangat ba-
nyak. Hal ini merupakan hasil kerjasa-
ma antara politisi, teknokrat, birokrat
dan masyarakat Thailand sendiri,” pa-
parnya.

Amporn menjelaskan Un-
dang-undang tentang Health Coverage
dimulai pada tahun 2002, diawali dari

* 18 provinsi yang diadakan pilot project

sebagai langkah awal. Baru setelah
dua tahun seluruh penduduk Thailand
tercover. Dana untuk Health Coverage
diambil dari pajak Negara. Sejauh ini
ada tiga skema dalam health cover, ya-
itu untuk PNS, Swasta dan Masyarakat
Umum.

Amporn menambahkan dalam konk-
lusinya bahwa saat ini program heal-
th coverage akan disinergikan dengan
Ekonomi. “Saat ini kami mempunyai
raja baru, akan ada bentuk konstits
Jbaru dan amandemen nasional yang
berfokus pada sinergi Antara Health
Coverage Program dan Ekonomi Rak-
yat,” imbuhnya. (gya)




